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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas penggunaan sumber daya publik dan otoritas pemerintah
merupakan kunci untuk proses pengelolaan suatu bangsa. Manajemen dan
pejabat yang memiliki otoritas terhadap sumber daya publik
bertanggungjawab untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik dan
memberikan layanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, ekonomis,
beretika, dan adil. Kebutuhan akuntabilitas telah menyebabkan permintaan
untuk informasi lebih lanjut tentang program pemerintah dan jasa. Pejabat
publik, legislator, dan warga perlu mengetahui apakah dana pemerintah
ditangani dengan benar dan sesuai dengan hukum dan peraturan. Masyarakat
menaruh kepercayaan yang besar terhadap laporan keuangan yang telah
diaudit oleh auditor (Arens et al, 2014).

Auditor harus mematuhi standar, prinsip audit, bersikap bebas tidak
memihak (independen), serta mentaati kode etik profesi agar terhindar dari
prilaku yang menyimpang (Pamungkas, 2012). Tingginya kasus suap
menyuap yang ada dalam lingkup pemerintahan terutama bagi lembaga
pengawas pemerintah menyebabkan kekhawatiran masyarakat dan
menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat akan Kkinerja instansi
pemerintahan. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan,

pemberian wewenang dan keleluasaan harus diikuti dengan pengawasan dan



pengendalian yang kuat, serta pemeriksaan yang efektif. Kualitas audit
merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan
pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Pengawasan harus dilakukan
dengan tegas, independen dan bertanggungjawab akan meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang belakangan ini mengalami
penurunan (Carcello, 2012).

Pengelolahan keuangan pemerintah yang baik, harus didukung dengan
adanya audit sektor publik yang berkualitas, karena jika kualitas audit sektor
publik rendah, akan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah
untuk melakukan penyimpanggan penggunaan anggaran. Selain itu juga
mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap aparatur
pemerintah yang melakukannya. Auditor pemerintah terdiri dari Ispektorat
Jendral Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkugan lembaga
negara dan BUMN/BUMD. Inspektorat Wilayah Provinsi, Inspektorat
Wilayah Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga
pemeriksa Eksternal yang independen. Audit internal yang dimiliki oleh
intansi pemerintah kota/kabupaten dan provinsi salah satunya adalah
Inspektorat. Inspektorat merupakan salah satu lembaga pengawas yang ada
dalam instansi pemerintah baik kota/kabupaten maupun provinsi. Audit
internal membantu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan
sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas

proses tata kelola organisasi, pengendalian, dan manajemen risiko (the



effectiveness of risk management, control, and governance processes) (Bing
et al, 2014).

Beberapa kasus yang berkaitan dengan praktik korupsi keuangan
daerah terjadi di beberapa pemerintah daerah. Menurut Asosiasi Auditor
Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) menyatakan bahwa sebanyak 94%
Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di pusat dan daerah tak bisa
mendeteksi terjadinya korupsi (Republika, 2019). Agar Aparat Pengawas
Internal Pemerintah dapat mendeteksi secara dini kemungkinan adanya
kecurangan dan praktek korupsi diperlukan kemampuan yang memadai sesuai
dengan standar yang ditetapkan. Auditor bertanggungjawab kepada pimpinan
instansi pengawasan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, juga memiliki tanggungjawab profesi dan kewajiban moral kepada
masyarakat pemakai jasa sesuai standar yang berlaku (Mulyadi, 2012)

Kualitas audit memerlukan integritas, objektivitas dan kompetensi.
Kualitas audit harus didukung dengan kompetensi, dimana standar
kompetensi menunjukkan tugas-tugas khusus yang diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan tertentu secara kompeten dengan
mempertimbangkan kinerja, faktor lingkungan dan keahlian individu yang
ditunjukkan dengan performa tugas. Hal ini juga diamanatkan dengan adanya
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor;
PER-211/K/JF/2010 Tentang Standar Kompetensi Auditor. Aspek
kompetensi petugas menjadi kunci terhadap kualitas audit. Penelitian

sebelumnya yang dilakukan Hamzah dan Sukirno (2018) dan Darayasa



(2016) membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas
audit. Penelitian Irawanti (2016), Lesmana (2015) dan Halim dkk (2014) juga
membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit.
Penelitian Bouhawia, et al (2015), Astro et al (2019) membuktikan bahwa
kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian Agmalia (2014)
dan Fitriani (2013) juga membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh positif
terhadap kualitas audit.

Kulitas audit juga ditentukan dari Objektivitas dan Integritas
sebagaimana penelitian Sari (2018) dan Uemura (2014) yang membuktikan
bahwa Objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian
Harjanto (2014) juga membuktikan bahwa objektivitas dan integritas
berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian Suharti dkk (2017)
membuktikan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
Penelitian Suharti dkk (2017) membuktikan bahwa integritas berpengaruh
terhadap kualitas audit. Wardayanti (2016) membuktikan bahwa objektivitas
dan integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian Yoanita
(2019) membuktikan bahwa integritas, objektivitas dan etika berpengaruh
terhadap kualitas audit. Kualitas audit juga dipengaruhi etika auditor,
sebagaimana penelitian Nurlita (2019) membuktikan etika berpengaruh
terhadap kualitas auditor. Penelitian Murtapa (2017) membuktikan bahwa
etika berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian lain menemukan hasil yang berbeda, yaitu penelitian

Nainggolan (2016) yang membuktikan bahwa Objektivitas tidak berpengaruh



terhadap kualitas audit. Penelitin Elen (2013) juga mendapatkan bahwa
integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian
Wardhani (2018) menemukan etika auditor tidak berpengaruh terhadap
kualitas audit. Penelitian Dewana (2015) juga mendapatkan bahwa
kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
Penelitian yang menguji secara langsung antara Integritas, obyektivitas dan
Kompetensi terhadap Etika Auditor belum pernah dilakukan oleh peneliti
terdahulu.

Etika Auditor yang dirumuskan dalam kode Etik Auditor merupakan
refleksi dari sikap independensi, keahlian, objektivitas dan integritas (Halim
dkk, 2014). Etika Auditor mempunyai kecenderungan sebagai pemoderasi
dari variabel lain terhadap Kualitas Audit. Etika Auditor sebagai variabel
pemoderasi terhadap Kualitas Audit masih jarang dilakukan. Beberapa
penelitian menujukkan bahwa Etika Auditor tidak dapat memperkuat
hubungan antara Pengalaman kerja, profesionalisme, integritas dan
independensi terhadap Kualitas Audit (Suharti, dkk, 2017), Etika Auditor
juga tidak memoderasi hubungan antara akuntabilitas dan objektivitas
Auditor (Nainggolan, 2016), Darayana (2018) menyatakan Etika Auditor
mempekuat hubungan Kompetensi, Independensi dan pengalaman audit
terhadap kulitas Audit, yang juga didukung penelitian dari St. Ramlah (2018)
bahwa etika auditor mampu memoderasi kompetensi terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian di atas, maka alasan pemilihan topik dalam

penelitian ini adalah karena adanya fenomena yang menyebabkan menurunya
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tingkat kepercayaan masyarakat dari lembaga pengawas pemerintah yaitu
Inspektorat, perbedaan penelitian terdahulu, serta banyaknya opini
masyarakat tentang rendahnya Kualitas Audit yang dilakukan oleh auditor
pemerintah. Alasan menggunakan Etika Auditor sebagai variabel moderating
adalah karena perilaku seorang auditor harus berpedoman kepada kode etik
seseorang auditor (Sari, 2018). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menguiji
“Analisis Integritas, Objektivitas dan Kompetensi terhadap Kualitas

Audit dengan Etika Auditor sebagai variabel moderating”.

Rumusan Masalah

Beragamnya penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat negara dan
tingginya kasus suap menyuap yang ada dalam lingkup pemerintahan
terutama bagi lembaga pengawas pemerintah menyebabkan kekhawatiran
masyarakat dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat akan Kinerja
instansi pemerintahan. Dibutuhkan Auditor yang memiliki Integritas,
obyektivitas dan kompetensi serta memiliki etika yang memadahi sehingga
hasil dari audit dapat berkualitas. Fenomena yang ada saat ini menyebabkan
menurunya tingkat kepercayaan masyarakat dari lembaga pengawas
pemerintah yaitu Inspektorat. Permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan
dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pengaruh Integritas terhadap Etika Auditor pada

Inspektorat Daerah di Wilayah Eks Karisidenan Pati?

2. Bagaimanakah pengaruh Objektivitas terhadap Etika Auditor pada
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10.

Inspektorat Daerah di Wilayah Eks Karisidenan Pati?

Bagaimanakah pengaruh Kompetensi terhadap Etika Auditor pada
Inspektorat Daerah di Wilayah Eks Karisidenan Pati?

Bagaimanakah pengaruh Integritas terhadap Kualitas Audit pada
Inspektorat Daerah di Wilayah Eks Karisidenan Pati?

Bagaimanakah pengaruh Obijektivitas terhadap Kualitas Audit pada
Inspektorat Daerah di Wilayah Eks Karisidenan Pati?

Bagaimanakah pengaruh kompetensi terhadap Kualitas Audit pada
Inspektorat Daerah di Wilayah Eks Karisidenan Pati?

Bagaimanakah pengaruh Etika Auditor terhadap Kualitas Audit pada
Inspektorat Daerah di Wilayah Eks Karisidenan Pati?

Bagaimanakah pengaruh Etika Auditor terhadap hubungan antara
Integritas dan Kualitas audit?

Bagaimanakah pengaruh Etika Auditor terhadap hubungan antara
Objektivitas dan Kualitas audit?

Bagaimanakah pengaruh Etika Auditor terhadap hubungan antara

Kompetensi dan Kualitas audit?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan

untuk:

1.

Menganalisis pengaruh Integritas terhadap Etika Auditor pada

Inspektorat Daerah di Wilayah Eks Karisidenan Pati.



2. Menganalisis pengaruh Objektivitas terhadap Etika Auditor pada
Inspektorat Daerah di Wilayah Eks Karisidenan Pati.

3. Menganalisis pengaruh Kompetensi terhadap Etika Auditor pada
Inspektorat Daerah di Wilayah Eks Karisidenan Pati.

4. Menganalisis pengaruh Integritas terhadap Kualitas Audit pada
Inspektorat Daerah di Wilayah Eks Karisidenan Pati.

5. Menganalisis pengaruh Objektivitas terhadap Kualitas Audit pada
Inspektorat Daerah di Wilayah Eks Karisidenan Pati.

6. Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap Kualitas Audit pada
Inspektorat Daerah di Wilayah Eks Karisidenan Pati.

7. Menganalisis pengaruh Etika Auditor terhadap Kualitas Audit pada
Inspektorat Daerah di Wilayah Eks Karisidenan Pati.

8. Menganalisis pengaruh Etika Auditor terhadap hubungan antara
Integritas dan Kualitas Audit.

9. Menganalisis pengaruh Etika Auditor terhadap hubungan antara
Objektivitas dan Kualitas Audit.

10. Menganalisis pengaruh Etika Auditor terhadap hubungan antara

Kompetensi dan Kualitas Audit.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai

faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit Inspektorat dalam pengawasan



keuangan daerah, sehingga dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan
Kualitas Audit Inspektorat dan akan memberikan kontribusi pengembangan
literatur akuntansi sektor publik di Indonesia. Selain itu penelitian ini
diharapkan dapat menambah referensi dalam mendorong dilakukannya
penelitian-penelitian akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini juga
diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.
1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan masukan dalam mendukung pelaksanaan
otonomi daerah khususnya peranan Inspektorat dalam pengawasan
keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan good governance.
Sehingga Inspektorat diharapkan dapat membuat program yang

berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitasnya.



